SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH, FOTOKOPI SERTIFIKAT PROFESI,
FOTOKOPI SURAT KETERANGAN PENGGANTI IUAZAH /SERTIFIKAT PROFESI,
DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH /SERTIFIKAT

PROFESI LULUSAN PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengesahan
fotokopi jjazah, fotokopi surat keterangan pengganti ijazah, dan
penerbitan surat keterangan ijazah lulusan perguruan tinggi,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi
Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti
[jazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan
Pengganti [jazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
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5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 125);

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 /P Tahun
2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH, FOTOKOPI
SERTIFIKAT PROFESI, FOTOKOPI SURAT KETERANGAN
PENGGANTI IUAZAH/SERTIFIKAT PROFESI, DAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PENGGANTI [JAZAH/SERTIFIKAT
PROFESI LULUSAN PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

ljazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan seorang
mahasiwa telah lulus uyjian yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang
memuat program studi dan gelar yang berhak dipakai oleh Ilulusan
perguruan tinggi.

. Sertifikat Profesi adalah pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang

diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan:
tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
kementerian lain, lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), dan/atau
organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi,
dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

.Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi adalah surat

pernyataan yang berpenghargaan sama dengan ljazah/Sertifikat Profesi.

. Pengesahan adalah suatu proses pembubuhan tanda tangan dan stempel

pada fotokopi ljazah, fotokopi Sertifikat Profesi atau surat keterangan
pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi oleh pejabat yang berwenang setelah
dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya.
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Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

Koordinasi perguruan tinggi swasta selanjutnya disebut Kopertis adalah
pelaksana tugas di bidang pengawasan, pengendalian, dan pembinaan
perguruan tinggi di suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Koordinator
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan.

Pasal 2

[jazah atau Sertifikat Profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat:
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nomor seri [jazah/Sertifikat Profesi;

nama perguruan tinggi;

nama program studi;

nama pemilik Ijazah/Sertifikat Profesi;

tahun pertama masuk perguruan tinggi;

tempat dan tanggal lahir mahasiwa,;

nomor pokok mahasiswa,

gelar atau sebutan yang diberikan;

tanggal, bulan dan tahun kelulusan;

tanggal, bulan dan tahun penerbitan Ijazah/Sertifikat Profesi;

nama rektor/ketua/direktur yang menandatangani [jazah/Sertifikat Profesi
lengkap dengan gelar akademik, dan NIP atau sejenisnya.

nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri tentang ijin
penyelenggaraan perguruan tinggi dan program studi;

. nama yayasan/badan penyelenggara perguruan tinggi;

logo perguruan tinggi; dan
foto mahasiswa.

Pasal 3

(1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi dapat dikeluarkan

S

apabila [jazah/Sertifikat Profesi rusak, hilang, atau musnah.

Surat Keterangan Pengganti [jazah/Sertifikat Profesi paling sedikit memuat:

nama lengkap pemilik Ijazah/Sertifikat Profesi;

. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah/Sertifikat profesi;

nomor pokok mahasiswa,;

. nomor seri ljazah /Sertifikat Profesi;

nama perguruan tinggi;

nama program studi;

tanggal, bulan, dan tahun lulus;

. gelar atau sebutan yang diberikan;

nomor, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Iljazah/Sertifikat Profesi;

nomor, tanggal, bulan dan tahun penerbitan Surat Keterangan Pengganti
[jazah /Sertifikat Profesi.

.nama rektor/ketua/direktur yang menandatangani Ijazah/Sertifikat

Profesi lengkap dengan gelar akademik, dan NIP atau sejenisnya
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(3) Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan
[jazah/Sertifikat Profesi.

(4) Apabila perguruan tinggi yang menerbitkan ljazah/Sertifikat Profesi tidak

beroperasi atau ditutup, Surat Keterangan Pengganti Iljazah/Sertifikat
Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh:
a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perguruan tinggi negeri;
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b. Kopertis untuk perguruan tinggi swasta; dan

(5) Apabila perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian

(2)

(6)

(7)

lain/(LPNK) tidak beroperasi atau ditutup, Surat Keterangan Pengganti
Ijazah dikeluarkan oleh kementerian lain/LPNK yang bersangkutan.

Pasal 4

Pengesahan fotokopi Ijazah/Sertifikat Profesi atau fotokopi Surat

Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi dilakukan oleh perguruan

tinggi yang menerbitkan Ijazah/Sertifikat Profesi atau Surat Keterangan

Pengganti [jazah /Sertifikat Profesi.

Pengesahan fotokopi Ijazah/Sertifikat Profesi atau fotokopi Surat

Keterangan Pengganti [jazah/Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. dekan pada universitas dan institut;

b. pembantu/wakil ketua yang membidangi akademik pada sekolah
tinggi;

c. pembantu/wakil direktur yang membidangi akademik pada politeknik,
akademi, dan akademi komunitas.

Apabila perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi Ijazah/Sertifikat Profesi

atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti I[jazah/Sertifikat Profesi

dilakukan oleh:

a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perguruan tinggi negeri; dan

b. Koordinator Kopertis untuk perguruan tinggi swasta.

Pengesahan fotokopi [jazah atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti [jazah

yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka dilakukan oleh dekan fakultas

atau Pembantu Dekan Bidang Akademik, Kepala Unit Program Belajar

Jarak Jauh (UPBJJ) pada Universitas Terbuka.

Apabila perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian

lain/LPNK tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi

[jazah/Sertifikat Profesi atau fotokopi Surat Keterangan Pengganti

[jazah/Sertifikat Profesi dilakukan oleh kementerian lain/LPNK yang

bersangkutan.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Koordinator Kopertis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menguasakan atau

mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di bawahnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) diatur oleh kementerian lain/LPNK yang bersangkutan.

Pasal 5

Tanda pengesahan fotokopi Ijazah/Sertifikat Profesi atau fotokopi Surat
Keterangan Pengganti [jazah /Sertifikat Profesi sebagai berikut :

MENGESAHKAN
Fotokopi sesuai dengan aslinya
................................. (tanggal, bulan, dan tahun)
STEMPEL .
e (nama jabatan)
KERJA | rrerereeremmeimin, (unit kerja)
................................. (tanda tangan pejabat)
................................. (nama pejabat, NIP/sejenisnya)
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Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324/U/1997 tentang Pemberian
Wewenang Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Untuk -Mengesahkan Salinan atau Fotokopi ljazah/Surat
Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Pengganti Atau Dokumen Lainnya
Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
sepanjang mengatur tentang pengesahan ljazah/surat keterangan pengganti
yang berpenghargaan sama dengan ljazah lulusan pendidikan tinggi dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.
MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 188

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

(“14/

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001



